
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

j PERATURAN BUPATI PACITAN 
; NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 5 

TENTANG 

T A T A C A R A PERHITUNGAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HAS IL P A J A K 
D A E R A H KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH D E S A 

t 

T 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BIAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

: 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah member ikan 
Dana bagi Hasi l Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 

I sebagai sumber pendapatan Desa; 

b. bahwa guna te r t ib admin is t ras i dan ke lancaran 
I penya luran dana bagi has i l Pajak Daerah, pe r lu 
; menyusun Tata Cara Perhi tungan dan Penyaluran 
! Dana Bagi Hasi l Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Desa. 

c. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana 
; d i m a k s u d h u r u f a dan h u r u f b, maka pe r lu 
I menetapkan Peraturan B u p a t i tentang Tata Cara 
] Perhi tungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasi l Pajak 

Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa. 

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak 
[ Daerah dan Retr ibus i Daerah; 
2. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
\ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 
3. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

I Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah 
* dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
\ Undang Nomor 2 T a h u n 2014 ; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
; Pengelolaan Keuangan Daerah; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
T a h u n 2014 tentang Desa; 



[ 8. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 tentang 
• Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
j T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
f Perundang-Undangan; 
I 9. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
; sebagaimana te lah beberapa k a l i d iubah t e rakh i r 

dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 21 
; T a h u n 2 0 1 1 ; 
{ 10. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 1 T a h u n 

2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 
; 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 T a h u n 
{ 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pacitan; 
; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 
I T a h u n 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
i Kabupaten Pacitan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan j PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
j PERHITUNGAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HAS IL 
i P A J A K D A E R A H KABUPATEN PACITAN KEPADA 

PEMERINTAH DESA . 

' BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Peraturan B u p a t i i n i , y ang d i m a k s u d dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

3. B u p a t i adalah B u p a t i Pacitan. 
4 . Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memi l i k i kewenangan u n t u k 

mengatur dan mengurus kepent ingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal u s u l dan adat is t iadat setempat yang d i a k u i dan d iho rmat i da lam sitem 
Pemerintahan Negara Kesatuan RepubUk Indonesia dan berada d i Kabupaten 
Pacitan. • 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d a n Perangkat Desa sebagai u n s u r 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa da lam mengatur dan 
mengurus kepent ingan masyarakat setempat berdasarkan asal u s u l dan adat 
ist iadat setempat yang d i a k u i dan d iho rmat i da lam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya d is ingkat APBD, 
adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
d ise tu ju i bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralq^at 
Daerah, dan d i te tapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya d is ingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintahan Desa yang 
dibahas d a n d ise tu ju i bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa yaing d i te tapkan dengan Peraturan Desa. 



9. Pajak Daerah adalah i u r a n waj ib yang d i l a k u k a n oleh orang pr ibad i a t a u 
badan kepada daerah tanpa imba lan langsung yang seimbang, yang dapat 
d ipaksakan berdasarkan pera turan per undang-undangan yang ber laku, yang 
d igunakan u n t u k mambiaya i penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 
Pembangunan Daerah. 

r 
T 

f 

BAB I I 

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIHAAN P A J A K D A E R A H 

! Pasal 2 

(1) Hasi l pener imaan Pajak Daerah d iber ikan seba^an kepada Desa; 
(2) Pemberian pener imaan Pajak Daerah kepada Desa d i te tapkan sebesar 

10 % (sepuluh per seratus) d a r i realisasi pener imaan Pajak Daerah da lam 1 
(satu) T a h u n A n ^ a r a n dengan memperhat ikan aspek pemerataan dan 
potensi Desa. i 

i Pasal 3 

(1) Besaran dana Bagi has i l Pajak Daerah d i l e tapkan dengan perh i tungan 
sebagai be r ikut : ; 

a. 40 % (empat p u l u h per seratus) d iber ikan kepada Pemerintah Desa 
berdasarkan potensi dan/a tau keter l ibatan Desa; 

b . 60 % (enam p u l u h per seratus) d iber ikan secara merata kepada se luruh 
Desa. 

(2) Besaran dana bagi has i l Pajak Daerah maslng-masing Desa d i te tapkan 
dengan Keputusan Bupa t i . 

BAB I I I 
j PENGGUNAAN DANA 

; Pasal 4 

Penggunaan dana yang bersumber dar i dana bagi has i l Pajak Daerah 
sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 3 d ipr io r i taskan u n t u k Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa berka i tan dengan pen ingkatan potensi pendapatan Pajak 
Daerah d i masing-masing Desa. 

i 
; BAB IV 

PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
t 

Pasal 5 

(1) Penyaluran Bagi has i l Pajak Daerah u n t u k desa d i sa lu rkan dar i Kas U m u m 
Daerah kepada Pemerintah Desa d i l a k u k a n oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan dengan j a l a n 
p em indahbukuan kc Kas Desa. 

(2) Penggunaan D a n a . Bagi Has i l Pajak d imasukkan ke da lam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; 

(3) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasi l Pajak d i laksanakan sesuai dengan 
pertanggungjawabai i Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

I 

i 

i 



BAB V 
PENUTUP 

i 

Pasal 6 
j 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal ^ - ^ - 2015 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



BAB V 
j PENUTUP 

I Pasal 6 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

D i te tapkan d i Pacitan 

Pada tanggal 9 - 2 - 2015 

BUPATI PACITAN 

Cap.t td 

INDARTATO 

Diundangkan dl Pac i tan 
Pada tanggal 9 Februar i 2 0 1 5 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Drs .SUKO WIYONO.MM 
Pembina Utama Hadsra 

NIP. 19591017 198503 1 0 1 5 

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 5 NOMOR 3 
; 1 

i 

1 

1 

i 


